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Hal . Permohonan Penandatangan Peraturan Bupati tentang Sistem

Klasifikasi Keamanan Dan Akses Dinamis

Dengan hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, sérta untuk mencegah penyalahgunaan
arsip oleh pihak yang tidak berhak, dipandang perlusuntuk. menyusun Peraturan Bupati tentang
Sistem Keamanan dan Klasifikasi Arsip Dinamiss

Berdasarkan hak tersebut maka bersamasini diajukan rancangan Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dan rancangan) ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, antara’lain:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahudn 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Rancangan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

1. Menetapkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis yang sesuai dengan
kebutuhan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

2. Menjamin keamanan informasi dan fisik arsip;

3. Memberikan pedoman dalam pengelolaan arsip dinamis bagi seluruh perangkat daerah.

Mohon perkenan Ibu Bupati untuk memberikan persetujuan atas rancangan Peraturan
Bupati tersebut untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN

r, - 3
1; _.-Esr;..'

SEPTA MUKTAMAR,S.E.,M.M.
Pembina TK I/1V.b
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BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

bahwa arsip sebagai memori kolektif bangsa yang
merupakan rekamaridari sejarah perjalanan bangsa
dan merupakan dset nasional yang mengambarkan
identitas dan_jati diri bangsa Indonesia sehingga
perlu dijaga keamanannya,;

bahwa ddlam rangka melindungi hak dan kewajiban
penciptararsip dan pengguna arsip dalam pelayanan
arsip dinamis, perlu diatur pembatasan hak akses
terhadap fisik arsip dan informasinya sebagai dasar
untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan
arsip serta untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tenyang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan, Klasifikasi
keamanan dan akses arsip ditreta

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia.

(2) Undang...
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way
Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan
Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengantiy, Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Unsdang (Lembaran Negara Republik Indonesia
2023 Nomer #1, Tambahan Lembaran Negara
Republikindenesia Nomor 6856);

5. Perattirann Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5286)

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip
Dinamis

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,
tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan
Arsip Dinamis meliputi Lembaga Kearsipan Daerah,
Unit Kearsipan, Perangkat Daerah, instansi vertikal,
Badan Usaha Milik Daerah, Desa/Kelurahan,
Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik,
Organisasi Kemasyarakatan, dan/atau perorangan.

6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,

Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan,
Perusahaan, Organiasi Politik, Organisasi
Kemasyarakatan, dan perorangan dalam

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.

7. Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan
secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan
disimpan selama jafigka waktu tertentu.

8. Arsip Aktif adalalvarsip yang frekuensi penggunaanya
tinggi dan /atau terus menerus.

9. Arsip Inaktif™ adalah arsip yang frekuensi
penggdnaanya telah menurun.

10. Akses Asxsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil
dari kewenanagan hukum dan otorisasi legal serta
keberadaan saranan bantu untuk mempermudah
penemuan dan pemanfaat Arsip.

11. Klasifiaksi Keamanan Arsip adalah kategori
kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada
tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya
terhadap kepentingan dan keamanan negara,
masyarakat perorangan.

12. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan
fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi
keamanannya.

13. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi
yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak
merugikan siapapun.

14. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi
apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan tergangguanya pelaksanaan tugas
dan fungsi lembaga pemerintahan.

15. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya fungsi
penyelenggaraan negara, sumber daya nasional,

. ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
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16. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi
apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan bangsa.

17. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja
yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan
Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

18. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan
hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari
lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

19. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang
mengajikan permohonan untuk mengakses Arsip
Dinamis.

20. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi
dibidang kearsipan yang diperoleh  melalui
Pendidikan formal dan/atau Pendidikan dan
pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas,
dan  tanggungjawab melaksanakan kegiatan
kearsipan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannyawPeraturan Bupati ini :

a. memberikan acuan, teknis dalam pengelolaan Arsip
Dinamis;

b. memberikan/petunjuk kepada Perangkat Daerah agar
dapat {mengamankan dan mematuhi kewenangan
akses terhadap klasifikasi informasi Arsip Dinamis
yang telah ditetapkan;

c. melindungi fisik dan informasi Arsip Dinamis dari
kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan,
keterbacaan, keutuhan, otensitas dan realibilitas
Arsip dapat tetap terjaga; dan

d. melindungi Arsip Dinamis dari pengaksesan yang
tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya
penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak
untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :

a. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis
kepada publik secara cepat, tepat, murah dan aman;

b. menjamin tersedianya informasi Arsip Dinamis yang
dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-
luasnya oleh publik; dan

c. menjamin keamanan Arsip Dinamis bagi informasi
yang dikecualikan.

BAB...
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BAB 11
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS
Bagian Kesatu

Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis
Pasal 4

(1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. arsip yang tercipta di daerah diklasifikasi menjadi
informasi Biasa/Terbuka, Terbatas, Rahasia dan
Sangat Rahasia;

b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud
dalam  huruf a, berbeda  dalam teknis
pengamanannya semakin tinggi tingkat klasifikasi
informasinya semakin tinggi pula Tingkat
pengamanannya,;

c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud
semakin tinggi tingkat klasifisikasi informasinya
semakin ketat pula’dalam pengaturan aksesnya;

d. setiap pegawai hlanya dapat mengakses arsip yang
berada pada_ tanggung jawab dan kewenanganya;
dan

e. publik dapat mengakses informasi di adearh yang
dikategorikari'terbuka sesuai dengan prosedur yang
telah’ditentukan.

(2) Ketentuan mengenai System Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagia Kedua
Akses Arsip Dinamis

Pasal 5

Pengguna yang berhak untuk mengakses Arsip Dinamis
di daerah meliputi:

a. Pengguna Internal; dan

b. Pengguna Eksternal

Pasal 6

Pengguna Internal sebagimaan dimaksud dalam Pasal 5
huruf a meliputi:
a. Penentu kebijakan, terdiei atas:
1. Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Bupati dan Wakil
Bupati;
2. Pimpinan tingkat tinggi, yaitu Sekretaris Daerah;

dan
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3. Pimpinan tingkat menengah, yaitu pejabat
pimpinan tinggi pratama (pejabat struktural serta
eselon II.b)

b. Pelaksana kebijakan; dan
c. Pengawas internal.

Pasal 7

Penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf a mempunyai kewenangannya, dengan
ketentuan sebagai berikut;

a. pimpinan tingkat tertinggi mempunyai kewenangan
untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah
kewenangannya,;

b. pimpinan tingkat tinggi mempunyai kewenangannya
untuk mengakses seluruh arsip dibawah
kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses
untuk mengakses informasi yang terdapat pada
pimpinan tingkat tertinggi; dan

Cc. pimpinan tingkat menengah mempunyai
kewenanganya untuk_ ,mengakses seluruh arsip di
bawah kewenanganyaj namun tidak diberikan hak
akses untuk mengakses informasi yang terdapat pada
pimpinan tingkat t€rtinggi, pimpinan tingkat tinggi
dan yang satu leveldiluar unit kerjanya kecuali telah
mendapatkdn)izin.

Pasal 8

(1) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf b terdiri atas;

a. pejabat administrator (pejabat struktural setara
eselon III);

b. pejabat pengawas (pejabat struktural setara eselon
IV); dan

c. pejabat fungsional dan/atau pengelola arsip,
pelaksana (pejabat struktural setara eselon V) dan
staf.

(2) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai kewenangan untuk mengakses
seluruh arsip dinamis dengan tingkat klasifikasi
Biasa/Terbuka dan Terbatas yang berada di bawah
kewenangannya.

(3) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diberikan hak akses untuk Arsip
Dinamis dengan tingkat klasifikasi Terbatas dan
Rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat
tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat
menengah, dan yang satu tingkat dengan wunit
kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
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Pasal 9

Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf ¢ mempunyai kewenangan untuk mengakses
seluruh arsip dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

S huruf b meliputi:

a. publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh
arsip dengan kategori Biasa/Terbuka;

b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk
mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan; dan

c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk
mengakses arsip spada Pencipta Arsip yang terkait
dengan perkara atau proses hukum yang sedang
ditanganinnya ‘dalamm rangka melaksanakan fungsi
penegakan/hukum.

BAB III
PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 11

(1) Pengamanan Arsip Dinamis dilakukan oleh Pencipta
Arsip terhadap fisik dan informasinya sesuai dengan
tingkat Klasifiaksi Keamanan Arsip Dan Akses Arsip
dalam bentuk penyimpnan dan penyamapaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengamanan arsip Dinamis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan
media arsip dan menggunakan sarana prasarana
penyimpan arsip.

Pasal 12

(1) Sarana sistem Klasifiakasi Keamanan Arsip dan
Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) menggunakan sarana perangkat
keras dan perangkat lunak.

(2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. sarana penyimpanan arsip konversional berupa
k arsip untuk menyimpan arsip Biasa/Terbuka

ra
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dan Terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk
arsip rahasia dan sangat rahasia;

b. sarana penyimpana arsip media baru berupa
lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi
informasi; dan

c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang
representatif sesuai dengan tingkat klasifiakasi
informasi dengan dilengkapi pemasangan kamera
pengawas dan kunci pengamanan ruangan.

(3) Perangkat lunak sebagaimana dimakud pada ayat (1)

meliputi:
a. daftar arsip aktif, arsip inaktif, terjaga dan vital;
dan

b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif.
Pasal 13

(1) Penyimpanan dalam rangka pengamanan arsip
dinamis dilakukan sesuai tingkat klasifikasi
keamanan arsip dan akses arsip dengan
memperhatikan mediasarsip.

(2) Penyimpanan arsip dalam rangka pengamanan arsip
dinamis harus dilakukan sesuai Tingkat klasifikasi
keamanan dan hak akses arsip dinamis dengan
menggunakan media pengiriman yang dilindungi.

Pasal 14

Ketentuan“prasarana dan sarana penyimpanan arsip
dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan
prosedur penyampaian Arsip Dinamis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar...
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way
Kanan

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2025

BUPATI WAY KANAN,

AYU ASALASIYAH

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

ARIE ANTHONY THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ..... NOMOR .....
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES

ARSIP DINAMIS

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

KLASIFIKASI DASAR UNIT
NO JENIS/SERL ARSIP KEAMANAN | HAKAKSES | ppprMBANGAN | PENGOLAH
: 000 UMUM
1 000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
000.1.1 Telekomunikasi Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Nggeri
000.1.2.1 Perjalanan Dinas Biasa Pengguna Apabila Unit
Kepala Daerah internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.2.2  Perjalanan Dinas Biasa Pengguna Apabila Unit
DPRD internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
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000.1.2.3 Perjalanan Dinas Biasa Pengguna Apabila Unit
Pegawai internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
000.1.3.1 Perjalanan Dinas Biasa Pengguna Apabila Unit
Kepala Daerah internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.3.2 Perjalanan Dinas Biasa Pengguna Apabila Unit
DPRD internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.3.3 Perjalanan Dinas Biasa Pengguna Apabila Unit
Pegawai internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara Biasa Pengguna Apabila Unit
lain: Permintaan dan Penggunaan internal diketahui oleh pengolah
Ruang Rapat, Gedung, dan publik tidak terkait
Kendaraan, eksternal merugikan
Wisma, Rumah Dinas dan siapapun.
Fasilitas Kantor Lainnya)
000.1.5 Rapat pimpinan (antara Biasa Pengguna Apabila Unit
lain: Notula/Risalah Rapat) internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.6 Penyediaan Konsumsi Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
Bokumenjnitetaty ditandatangani secara etektrorik menggumakasertifikatetektromik Siapapun.
000.1.7 Peng%%§ﬁkxgmg@@§%®émElektroni (BSrEE;,UBadan Siber dan Sandi Negara




000.1.7.1 Pengurusan surat- Biasa Pengguna Apabila Unit
surat kendaraan dinas internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.7.2 Pemeliharaan dan Biasa Pengguna Apabila Unit
perbaikan internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.7.3 Pengurusan Biasa Pengguna Apabila Unit
kehilangan dan internal diketahui oleh pengolah
masalah kendaraan dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan
Peralatan Kantor
000.1.8.1 Pertamanan/ Biasa Pengguna Apabila Unit
Landscape internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.8.2 Penghijauan Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.8.3 Perbaikan Gedung Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun
000.1.8.4 Perbaikan Biasa Pengguna Apabila Unit
Peralatan Kantor internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
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000.1.8.5 Perbaikan Rumah Biasa Pengguna Apabila Unit
Dinas/ Wisma internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.8.6 Kebersihan Gedung Biasa Pengguna Apabila Unit
dan Taman internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air,
Telepon dan Komputer
000.1.9.1 Perbaikan / Biasa Pengguna Apabila Unit
Pemeliharaan internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.9.2 Pemasangan Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
000.1.10.1 Pengamanan, Biasa Pengguna Apabila Unit
Penjagaan, dan internal diketahui oleh pengolah
Pengawalan terhadap dan publik tidak terkait
Pejabat, Kantor dan eksternal merugikan
Rumah Dinas siapapun.
000.1.10.2 Laporan Ketertiban Biasa Pengguna Apabila Unit
dan Keamanan internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara




000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.

000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Biasa Pengguna Apabila Unit
Pegawai, Satpam, Petugas internal diketahui oleh pengolah
Kebersihan dan Pegawai dan publik tidak terkait
lainnya eksternal merugikan

siapapun.
000.2 PERLENGKAPAN
000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
000.2.1.1 Data hasil Biasa Pengguna Apabila Unit
inventarisasi internal diketahui oleh pengolah
dan dan publik tidak terkait
penyimpanan eksternal merugikan
siapapun.
000.2.1.2 Laporan dan eyalwasi Biasa Pengguna Apabila Unit
inventarisasi internal diketahui oleh pengolah
dan dan publik tidak terkait
penyimpanan eksternal merugikan
siapapun.
000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor
000.2.2.1 Data hasil Biasa Pengguna Apabila Unit
pemeliharaan kantor internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun
000.2.2.2 Laporan dan evaluasi Biasa Pengguna Apabila Unit
pemeliharaan kantor internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun
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000.2.3 Distribusi
000.2.3.1 Barang habis pakai Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
000.2.3.2 Barang milik daerah Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
000.2.4 Penghapusan Barang Milik Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Daerah (antara lain: Keputusan internal oleh publik tidak pengolah
Pembentukan Tim, Berita Acara dan merugikan terkait
Penghapusan Barang Milik eksternal siapapun.
Daerah, Daftar Barang yang
dihapuskan, Laporan Hasil
Pelaksanaan Penghapusan BMD
termasuk didalamnya proses
lelang
penghapusan)
000.2.5 Pengelolaan Database Barang Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Milik Daerah internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
000.3 PENGADAAN
000.3.1 Rencana Pengadaan Barang dan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Jasa (antara lain: Identifikasi internal oleh publik tidak pengolah
dan analisis kebutuhan dan merugikan terkait
barang/jasa, penyusunan dan eksternal siapapun.

penetapan rencana
penganggaran pengadaan,
penetapan kebijakan umum,
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penyusunan kerangka Acuan Kerjal

(KAK), Pengumuman Rencana
Umum Pengadaan)

000.3.2 Pengadaan Langsung (antara Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
lain: persiapan pemilihan internal oleh publik tidak pengolah
penyedia, pelaksanaan dan merugikan terkait
pemilihan penyedia, eksternal siapapun.
penandatanganan kontrak,
pelaksanaan kontrak)

000.3.3 Pengadaan Tidak Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Langsung/Lelang (antara lain: internal oleh publik tidak pengolah
persiapan pemilihan penyedia, dan merugikan terkait
pelaksanaan pemilihan penyedia, eksternal siapapun.
penandatanganan kontrak,
pelaksanaan kontrak)

000.3.4 Swakelola (antara lain: Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
perencanaan, pelaksanaan/dan internal oleh publik tidak pengolah
evaluasi) dan merugikan terkait

eksternal siapapun.

000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Pengadaan (antara lain: Data internal oleh publik tidak pengolah
base pengguna sistem informasi dan merugikan terkait
pengadaan barang/jasa, Data eksternal siapapun.

Base
kontrak, Data Base Pengadaan
Barang/jasa)

000.3.6 Monitoring dan Evaluasi Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
(antara lain: Laporan Hasil internal oleh publik tidak pengolah
Monitoring, Laporan hasil dan merugikan terkait
evaluasi) eksternal siapapun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara




000.4 PERPUSTAKAAN

000.4.1 Kebijakan di bidang Biasa Terbuka Tidak memiliki Unit
Perpustakaan yang dilakukan untuk dampak yang Pengolah
oleh Pemerintah Daerah Internal dapat Terkait

dan merugikan
Eksternal perseorangan,
lembaga dan
negara.
000.4.2 Deposit Bahan Pustaka Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.4.2.1 Serah Simpan Karya Biasa Pengguna Apabila Unit
Cetak dan Karya internal diketahui oleh pengolah
Rekam dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.4.2.2 Pangkalan Data Biasa Penentu Apabila Unit
Penerbit kebijakan, diketahui oleh pengolah
dan Pengusaha pengawas pihak yang terkait
Rekaman internal tidak berhak
dan dapat
eksternal mengakibatkan
serta terganggunya
penegak pelaksanaan
hukum tugas dan fungsi
lembaga
pemerintahan
000.4.2.3 Terbitan Internasional Biasa Pengguna Apabila Unit
dan Regional internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
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000.4.2.4 Pemantauan Wajib Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Serah Simpan Karya internal oleh publik tidak pengolah
Cetak dan Karya dan merugikan terkait
Rekam eksternal siapapun.
000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.3 Koleksi Pustaka
000.4.3.1 Pembelian Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal Slapapun
000.4.3.2 Hibah Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.3.3 Hadiah Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.3.4 Tukar Menukar Biasa Pengguna | Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal Siapapun_
000.4.3.5 Implementasi Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Undang- Undang internal oleh publik tidak pengolah
KCKR dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
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000.4.3.6 Terbitan Internal Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.3.7 Pendistribusian bahan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
pustaka surplus internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.3.8 Inventarisasi koleksi Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
(Buku Induk) internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.6 Layanan Perpustakaan
000.4.6.1 Keanggotaan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal Slapapun
000.4.6.2 Peminjaman Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.6.3 Pengembangan gemar Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
baca internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.7 Kerjasama Perpustakaan

Dokumen ni telah ditandatangani secara elekiron
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000.4.7.1 MoU Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang pengolah
pengawas tidak terkait
internal berhak dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
000.4.7.2 Perjanjian kerjasama Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang pengolah
pengawas tidak berhak terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
000.4.7.3 Partisipasi organisasi Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
profesi dan internal oleh publik tidak pengolah
kerjasama dan merugikan terkait
internasional eksternal siapapun.
000.4.8 Pengembangan Implementasi
Teknologi Informasi Perpustakaan
000.4.8.1 Pengembangan situs Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
web internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.8.2 Pengembangan kemas Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
ulang internal oleh publik tidak pengolah
informasi dan merugikan terkait
multimedia eksternal siapapun.
000.4.8.3 Pengembangan program Biasa Pengguna | Apabila diketahui Unit
aplikasi perpustakaan internal oleh pubhk tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
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000.4.8.4 Pengembangan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
pangkalan data internal oleh publik tidak pengolah
kepustakaan digital dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.9 Pangkalan Data Biasa Pengguna Apabila diketahui | Unit
Layanan Perpustakaan internal oleh publik tidak | pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
000.4.10 Konservasi
000.4.10.1 Perawatan Bahan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Perpustakaan internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.10.2 Perbaikan Bahan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Perpustakaan internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.10.3 Penjilidan Bahan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Perpustakaan internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Reproduksi Foto) internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.12 Transformasi Digital Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.13 Kurasi Digital Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.

000.4.14 Pengembangan Perpustakaan
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000.4.14.1 Perpustakaan Umum Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.14.2 Perpustakaan Khusus Biasa Pengguna | Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.4.14.4 Perpustakaan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Perguruan Tinggi internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.5 KEARSIPAN
000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan Biasa Penentu Apabila diketahui Unit
yang dilakukan oleh Pemerintah kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
Daerah pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan
000.5.2 Pembinaan Kearsipan
000.5.2.1 Pengembangan Profesi Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Arsiparis (antara internal oleh publik tidak pengolah
lain: Formasi dan merugikan terkait
Jabatan Arsiparis, eksternal siapapun

Analisis
Kebutuhan Arsiparis)
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000.5.2.2 Bimbingan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Konsultasi Arsiparis internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal Slapapun
000.5.2.3 Penilaian Arsiparis Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
000.5.2.4 Pemilihan Arsiparis Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Teladan (antara lain: internal oleh publik tidak pengolah
Berkas penyelenggaraan dan merugikan terkait
Pemilihan Arsiparis eksternal siapapun
Teladan, Berkas
Penetapan Arsiparis
Teladan)
000.5.2.5 Data Base Arsiparis Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun
000.5.2.6 Bimbingan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Konsultasi internal oleh publik tidak pengolah
Kearsipan dan merugikan terkait
eksternal siapapun
000.5.2.7 Supervisi dan Evaluasi Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
(antara lain: Perencaan internal oleh publik tidak pengolah
Supervisi dan Evaluasi, dan merugikan terkait
Pelaksanaan Supervisi eksternal siapapun.
dan Evaluasi, Laporan
Hasil Supervisi dan
Evaluasi)
000.5.2.8 Data Base Bimbingan Biasa Pengguna |pabila diketahui Unit
dan Konsultasi dan internal oleh publik pengolah
Supervisi dan tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
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000.5.2.9 Fasilitasi Kearsipan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
(antara lain: Fasilitasi internal oleh publik tidak pengolah
SDM Kearsipan, dan merugikan terkait
Fasilitasi Prasarana eksternal siapapun.
dan
Sarana Kearsipan)
000.5.2.10 Lembaga/Unit Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Kearsipan internal oleh publik tidak pengolah
Teladan (antara lain: dan merugikan terkait
Berkas eksternal siapapun.
Penyelenggaraan
Pemilihan
Lembaga/Unit
Kearsipan Teladan,
Berkas Penetapan
Lembaga/Unit
Kearsipan
Teladan)
000.5.2.11 Jadwal Retensi/Atsip Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
(antara lain: Benkas internal oleh publik tidak pengolah
Usulan Persétujuan dan merugikan terkait
JRA, Surat Persetujuan eksternal siapapun.
JRA dari Kepala ANRI)
000.5.3 Pengelolaan Arsip Dinamis
000.5.3.1 Penciptaan (antara lain: Biasa Pengguna | Apabila diketahui Unit
Buku Registrasi internal oleh publik tidak pengolah
Naskah Masuk dan dan merugikan terkait
Keluar, Buku Agenda, eksternal siapapun.
Kartu Kendali,
Lembar
Pengantar/Buku
Ekspedisi)
000.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif| Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
(antara lain: Daftar internal oleh publik tidak pengolah
Berkas dan Daftar Isi dan merugikan terkait
eksternal siapapun.

Berkas)
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000.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
(antara lain: Daftar internal oleh publik tidak pengolah
Arsip Inaktif, Daftar dan merugikan terkait
Arsip Inaktif Tematik) eksternal siapapun.

000.5.3.4 Penggunaan (antara Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
lain: Daftar Arsip internal oleh publik tidak pengolah
Dinamis dan merugikan terkait
Berdasarkan Sistem eksternal siapapun.
Klasifikasi Keamanan
dan Akses Arsip
Dinamis, Bukti
Pemimjaman Arsip)

000.5.3.5 Autentikasi Arsip Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Dinamis (antara lain: internal oleh publik tidak pengolah
Pembuktian dan merugikan terkait
Autentisitas, Pendapat eksternal siapapun.
Tenaga Ahli,
Pengujian, Penetapan
Autentisitas
Arsip Dinamis)

000.5.4 Program Arsip Vital (antara Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
lain: Identifikasi Arsip Vital, internal oleh publik tidak pengolah
Perlindungan dan dan merugikan terkait
Pengamanan Arsip Vital, eksternal siapapun.

Penyelamatan Arsip Vital, dan
Pemulihan Arsip Vital)

000.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
(antara lain: Daftar Identifkasi internal oleh publik tidak pengolah
Arsip Terjaga, Daftar Berkas dan merugikan terkait
Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas eksternal siapapun.

Arsip Terjaga, Surat Penetapan
Autentikasi Arsip Terjaga,
Surat Penyerahan Arsip
Terjaga, Daftar Salinan
Autentik Arsip Terjaga, Berita
Acara Penyerahan Salinan
Autentik Arsip Terjaga)
000.5.6 PenyushdamenAirsigb ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

diNegara
\Sim

yang diterbitkan-oleh-Balai-Besar-Sertifikasi-Elektronik (DQrE) Badan-Siberdan-San
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000.5.6.1 Pemindahan Arsip Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
(antara lain:Berita internal oleh publik tidak pengolah
Acara Pemindahan, dan merugikan terkait
Daftar Arsip yang eksternal siapapun.
dipindahkan)

000.5.6.2 Pemusnahan Arsip Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
(antara lain: SK internal oleh publik tidak pengolah
Penetapan Panitia dan merugikan terkait
Penilai Arsip, eksternal siapapun.

Pertimbangan Panitia
Penilai, Permintaan
Persetujuan Kepala
ANRI untuk
pemusnahan arsip
dengan retensi
sekurang-kurangnya
10 Tahun atau
Persetujuan Kepala
Daerah selaku
Pimpinan Pencipta
Arsip untuk
pemusanahan arsip
dengan retensi/di
bawah 10 Tahun,
Penetapan Arsip Yang
Dimusnahkan, Berita
Acara Pemusnahan
Arsip, Daftar arsip
Yang Dimusnahkan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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000.5.6.3 Penyerahan Arsip Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Statis (antara lain: internal oleh publik tidak pengolah
Pembentukan panitia dan merugikan terkait
penilai, Notulen rapat eksternal siapapun.
panitia, Surat
pertimbangan panitia
penilai, Surat
persetujuan dari
Kepala Lembaga
Kearsipan, Surat
pernyataan autentik,
terpercaya, utuh, dan
digunakan dari
pencipta arsip,
Keputusan Penetapan
Penyerahan, Berita
Acara Penyerahan
Arsip, Daftar Arsip
yang
diserahkan)

000.5.7 Alih Media Arsip (antaradairi: Biasa Pengguna | Apabila diketahui Unit
Kebijakan alih media, internal oleh publik tidak pengolah
Autentikasi, Berita Acara, Daftar dan merugikan terkait
Arsip yang alih eksternal siapapun.
mediakan)

000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip
Dinamis
000.5.8.1 Data Base Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit

Pengelolaan Arsip internal oleh publik tidak pengolah
Aktif dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Arsip Inaktif internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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000.5.9.1 Akuisisi (antara lain: Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Monitoring fisik dan internal oleh publik tidak pengolah
daftar, Verifikasi dan merugikan terkait
terhadap daftar arsip eksternal siapapun.
, Menetapkan status
arsip statis,
Persetujuan untuk
Penyerahan,
Penetapan arsip yang
diserahkan Berita
Acara Penyerahan
Arsip, Daftar arsip
yang
diserahkan)
000.5.9.2 Penghargaan dan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Imbalan internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal Slapapun
000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
lain: Administrasi internal oleh publik tidak pengolah
kegiatan, Bérita dan merugikan terkait
Acara Wawancara eksternal siapapun.
Sejarah Lisan,
Laporan Kegiatan,
Hasil Wawancara
(Kaset/CD/ media
lain sesuai
perkembangan TI)
dan Transkip)
000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Biasa Pengguna Apabila Unit
Statis (antara lain: internal diketahui oleh pengolah
pengumuman, akuisisi dan publik tidak terkait
daftar pencarian arsip eksternal merugikan
statis) siapapun.
000.5.9.5 Menyusun Sarana Biasa Pengguna Apabila Unit
Bantu Temu Balik internal diketahui oleh pengolah
(antara lain: daftar arsip dan publik tidak terkait
statis, _ _ » eksternal merugikan
Dokumen ini telal} ditandatangani secara elektronik [nenggunakan sertifikat elektronik .
yang diterbilfadV i ik nik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Siapapun.




20

guide
000.5.9.6 Preservasi Preventif Biasa Pengguna Apabila Unit
(antara lain: internal diketahui oleh pengolah
penyimpanan, dan publik tidak terkait
pengendalian hama eksternal merugikan
terpadu, reproduksi siapapun.
(alih
media)
000.5.9.7 Preservasi Kuratif Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis Biasa Pengguna Apabila Unit
(antara lain: Pembuktian internal diketahui oleh pengolah
Autentisitas, Pendapat dan publik tidak terkait
Tenaga Ahli, Pengujian; eksternal merugikan
Penetapan Autentisitas siapapun.
Arsip Statis)
000.5.9.9 Akses Arsip\Statis Biasa Pengguna Apabila Unit
(antara lain: Dayanan internal dan | diketahui oleh pengolah
eksternal publik tidak terkait
arsip, Penerbitan naskah merugikan
sumber) siapapun.

000.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain Biasa Pengguna Apabila Unit
konsultasi kearsipan, manual internal diketahui oleh pengolah
kearsipan, penataan arsip, dan publik tidak terkait
otomasi kearsipan, eksternal merugikan
penyimpanan arsip, siapapun.
perawatan dan pemeliharaan arsip)

000.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN Biasa Pengguna Apabila Unit

internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara




21

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (

BSrE), Badan Siber dan Sar

di Negara

000.5.12 Pelindungan dan penyelamatan Biasa Pengguna Apabila Unit
arsip akibat bencana internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.

000.5.13 Penyelamatan arsip Perangkat Biasa Pengguna Apabila Unit
Daerah digabung dan/atau internal diketahui oleh pengolah
dibubarkan dan publik tidak terkait

eksternal merugikan
siapapun.

000.5.14 Penerbitan izin penggunaan Biasa Pengguna Apabila Unit
arsip yang bersifat tertutup internal diketahui oleh pengolah

dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.5.15 Pengawasan Kearsipan
000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Biasa Pengguna Apabila Unit
Internal internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.5.15.2 Pengawasan Biasa Pengguna Apabila Unit
Kearsipan Eksternal internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.5.15.3 Sanksi Terbatas Penentu Apabila Unit
kebijakan, diketahui oleh Pengolah
pengawas pihak yang Terkait
internal tidak berhak
dan dapat
eksternal mengakibatkan
serta terganggunya
penegak pelaksanaan
hukum tugas dan fungsi
lembaga
pemerintahan
000.6 PERSANDIAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik jnenggunakan sertifikat elektronik
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000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian Biasa Pengguna Apabila Unit
yang dilakukan oleh Pemerintah internal diketahui oleh pengolah
Daerah dan publik tidak terkait

eksternal merugikan
siapapun.

000.6.2 Pengamanan persandian
000.6.2.1 Pengamanan sinyal: Terbatas Penentu Apabila Unit

teknik sandi dan kripto kebijakan, diketahui oleh Pengolah
pengawas pihak yang tidak Terkait
internal berhak dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik Terbatas Penentu Apabila Unit
sandi dan kripto kebijakan, diketahui oleh Pengolah
pengawas pihak yang Terkait
internal tidak berhak
dan dapat
eksternal mengakibatkan
serta terganggunya
penegak pelaksanaan
hukum tugas dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
000.6.2.3 Materiil sandi: sistem Terbatas Penentu Apabila Unit
dan peralatan kebijakan, diketahui oleh Pengolah
pengawas pihak yang Terkait
internal tidak berhak
dan dapat
eksternal mengakibatkan
serta terganggunya
penegak pelaksanaan
hukum tugas dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
000.6.3 Pengkajfﬁﬂ eipSel# diangpiangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
an oleh BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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Komunikasi Sandi

000.6.3.1 Perencanaan Biasa Pengguna Apabila Unit
Pengkajian internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.6.3.2 Administrasi Biasa Pengguna Apabila Unit
Pengkajian internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.6.3.3 Pelaksanaan Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.6.3.4 Pelaporan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
000.6.4 Pembinaan dan
Pengendalian Persandian
000.6.4.1 Sumber Daya Manusia Biasa Pengguna Apabila Unit
(SDM) internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.6.4.2 Jaring Komunikasi Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.6.5 Layanan Sertifikasi Elektronik
000.6.5.1 Perencanaan dan Biasa Pengguna Apabila Unit
Administrasi internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik nenggunakan sertifikat elektronif€ KSternal meTUgikan
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Siapapun.
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000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.6.5.3 Pelaksanaan Biasa Pengguna Apabila Unit
Perjanjian Kerjasama internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.6.5.4 Penyesuaian Sistem Biasa Pengguna Apabila Unit
dan Testing internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.6.5.5 Pelaksanaan Biasa Pengguna Apabila Unit
Bimbingan internal diketahui oleh pengolah
Teknis Pengguna dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.6.5.6 Pelaksanaafi Terbatas Penentu Apabila Unit
Penerbitan kebijakan, diketahui oleh Pengolah
Sertifikat Elektronik pengawas pihak yang Terkait
internal tidak berhak
dan dapat
eksternal mengakibatkan
serta terganggunya
penegak pelaksanaan
hukum tugas dan fungsi
lembaga
pemerintahan
000.6.5.7 Pelaporan Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
000.7.1 Musyawarah Perencanaan
Pemba menggunakan sertifikat elektronik

I{g&ﬂmwmm%ﬂ%@figecafa elektronik
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000.7.1.1 Musrenbang Provinsi Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.1.2 Musrenbang Nasional Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.1.5 Musrenbang/Kelusahan Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.1.6 Musrenbang Desa Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.2 Perencanaan Pembangungan Daerah
000.7.2.1 Rencana Pembangunan Biasa Pengguna Apabila Unit
Jangka Panjang internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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000.7.2.2 Rencana Pembangunan Biasa Pengguna Apabila Unit
Jangka Menengah internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.2.3 Rencana Biasa Pengguna Apabila Unit
Anggaran Daerah internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.2.4 Rencana Pembangunan Biasa Pengguna Apabila Unit
Tahunan internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.2.5 Rencana Pembentukan Biasa Pengguna Apabila Unit
Satuan Kerja Perangkat internal diketahui oleh pengolah
Daerah dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.2.6 Program kerja tahunan Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.2.7 Penetapan / Biasa Pengguna Apabila Unit
Kontrak Kinerja internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.2.8 Laporan Berkala Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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000.7.2.9 Laporan Insidential Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.2.10 Evaluasi Program Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun
000.7.3 Koordinasi dan Biasa Pengguna Apabila Unit
Sinkronisasi Perencanaan internal diketahui oleh pengolah
Pembangunan dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun
000.7.4 Konsultasi Biasa Pengguna Apabila Unit
Perencanaan internal diketahui oleh pengolah
Pembangunan dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun
000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, Biasa Pengguna Apabila Unit
dan Pelaporan Perencahaan internal diketahui oleh pengolah
Pembangunan dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun
000.7.6 Aksi Strategis Daerah
000.7.6.1 Rancangan awal Biasa Pengguna Apabila Unit
perencanaan aksi internal diketahui oleh pengolah
strategi daerah dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.6.2 Rapat pembahasan Biasa Pengguna Apabila Unit
rancangan awal dengan internal diketahui oleh pengolah
Perangkat Daerah dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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000.7.6.3 Sosisalisasi dengan Biasa Pengguna Apabila Unit
Perangkat Daerah internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.6.4 Rancangan akhir Biasa Pengguna Apabila Unit
perencanaan aksi internal diketahui oleh pengolah
strategi daerah dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.6.5 Penerapan perencaan Biasa Pengguna Apabila Unit
aksi strategi daerah internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.7 Perencanaan
Pendanaan
Pembangunan
000.7.7.1 Pendanaan Nasietral dan Biasa Pengguna Apabila Unit
Hibah internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.7.2 Pendanaan Daerah Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.7.3 Kerjasama Biasa Pengguna Apabila Unit
Pembangunan internal diketahui oleh pengolah
Nasional dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Biasa Pengguna Apabila Unit
Negara internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik [nenggunakan sertifikat elektronik siapapun.
yang diterbitkan oleh Balal Besar Serfifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Biasa Pengguna Apabila Unit
Inisiatif Baru internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
000.8.1 Struktur Organisasi di
lingkungan Pemerintahan
Daerah Kab/Kota
000.8.1.1 Pembentukan Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.8.1.2 Pengubahan Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.8.1.3 Pembubaran Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.8.2 Uraian Jabatan dan Tata Kerja
000.8.2.1 Analisa Jabatan Biasa Pengguna | Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
000.8.2.2 Analisa Beban Kerja Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
000.8.3 Ketatalaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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000.8.3.1 Proses Bisnis Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.8.3.2 Standar Pelayanan Biasa Pengguna | Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal |merugikan
siapapun
000.8.3.3 Standar Biasa Pengguna | Apabila diketahui Unit
Operasional internal oleh publik tidak pengolah
Prosedur dan merugikan terkait
eksternal siapapun
000.8.3.4 Pelayanan Publik Biasa Pengguna | Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
000.8.4 Standar Kompetensi Biasa Pengguna Apabila Unit
jabatan struktural dan internal diketahui oleh pengolah
fungsional dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.8.5 Evaluasi Kelembagaan Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan
Birokrasi
000.8.6.1 Budaya Kerja Biasa Pengguna | Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
000.8.6.2 Penilaian Mandiri Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Reformasi Birokrasi internal oleh pubhk tidak pengolah
dan merugikan terkait
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik :nfrlggunakan sertifikat elektrgniléksternal siapapun
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000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Biasa Pengguna Apabila Unit
Instansi Pemerintah internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN

PENGEMBANGAN

000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, Biasa Pengguna Apabila Unit
pengkajian dan pengembangan internal diketahui oleh pengolah
yang dilakukan oleh pemerintah dan publik tidak terkait
daerah eksternal merugikan

siapapun.

000.9.2  Penelitian, Pengkajian dan Biasa Pengguna Apabila Unit
Pengembangan (antara lain: internal diketahui oleh pengolah
Rencana Kerja, Administrasi dan publik tidak terkait
Penelitian, Pelaksanaan, Hasil eksternal merugikan
Penelitian, Hasil Pengkajian dan siapapun.
Pengembangan,

Rekomendasi)

000.9.3 Sosialisasi dan Desiminasi"Hasil Biasa Pengguna Apabila Unit
penelitian, Hasil Pengkajian internal diketahui oleh pengolah
dan Pengembangan dan publik tidak terkait

eksternal merugikan
siapapun.

000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, Biasa Pengguna Apabila Unit
pengkajian dan internal diketahui oleh pengolah
pengembangan dan publik tidak terkait

eksternal merugikan
siapapun.

000.9.5 Forum komunikasi penelitian, Biasa Pengguna Apabila Unit
pengembangan dan penerapan internal diketahui oleh pengolah
ilmu pengetahuan dan teknologi dan publik tidak terkait

eksternal merugikan
siapapun.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
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000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian,

pengembangan dan penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi

000.9.6.1 Data Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.9.6.2 Statistik Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.9.6.3 Jurnal Hasil Biasa Pengguna Apabila Unit
Penelitian/Pengkajian internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.

000.9.7 Master proceeding/jurnal Biasa Pengguna Apabila Unit
penelitian, pengembangan dan internal diketahui oleh pengolah
penerapan ilmu pengetahuan dan dan publik tidak terkait
teknologi eksternal merugikan

siapapun.
000.9.8 Hak atas Kekayaan Intelektual Biasa Pengguna Apabila Unit
(HaKI) internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.

000.9.10 Seminar, Lokakarya, Biasa Pengguna | Apabila diketahui Unit

Temukarya, WOTkShOp internal dan oleh pubhk tidak pengolah
eksternal merugikan terkait
siapapun.
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II

100 PEMERINTAHAN

1 100.1 OTONOMI DAERAH

100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah Biasa Pengguna Apabila Unit
yang dilakukan oleh Pemerintah internal diketahui oleh pengolah
Daerah dan publik tidak terkait

eksternal merugikan
siapapun.

100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Biasa Pengguna Apabila Unit
Daerah (Fasilitasi, Bimbingan |, internal diketahui oleh pengolah
Pengawasan, Monitoring dan dan publik tidak terkait
Evaluasi) eksternal merugikan

siapapun.

100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Terbatas Penentu Apabila Unit
Daerah Pemekaran, Otonomi kebijakan, diketahui oleh Pengolah
Khusus dan Dewan Pertimbangan pengawas pihak yang Terkait
Otonomi Daerah (Fasilitasi, internal tidak berhak
Monitoring, dan Evaluasi) dan dapat

eksternal mengakibatkan
serta terganggunya
penegak pelaksanaan
hukum tugas dan fungsi
lembaga
pemerintahan.

100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan

Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi,
Monitoring, dan Evaluasi)
100.1.4.1 Penyelenggaraan Biasa Pengguna Apabila Unit
Pemilihan Umum Kepala internal diketahui oleh pengolah
Daerah dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
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100.1.4.2 Administrasi Kepala Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
Daerah dan DPRD kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dan dapat
eksternal mengakibatkan
serta terganggunya
penegak pelaksanaan
hukum tugas dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Biasa Pengguna | Apabila diketahui Unit
Kebijakan internal oleh publik tidak pengolah
Pemberdayaan dan merugikan terkait
Kapasitas Kepala eksternal siapapun.
Daerah dan DPRD <di
Bidang
Pemerintahan
100.1.4.4 Hubungan Antar Terbatas Penentu Apabila Unit
Lembaga Daerah kebijakan, diketahui oleh Pengolah
(Pemerintali Daerah dan pengawas pihak yang tidak Terkait
DPRD) internal dan berhak dapat
eksternal mengakibatkan
serta terganggunya
penegak pelaksanaan
hukum tugas
dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
100.1.4.5 Assosiasi Daerah Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.

100.1.5 Peningkatan Kapasitas Dan

Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi,

Monitoring,

dan Evaluasi )

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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100.1.5.1 Kinerja Penyelenggaraan Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
Pemerintahan Daerah kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
100.1.5.2 Kemampuan Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
Penyelenggaraan kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
Otonomi Daerah pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas
hukum dan fungsi
lembaga
pemerintahan.
100.1.5.3 Pengembangamn Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
Kapasitas kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
Daerah pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.

100.1.6 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
(Fasilitasi, Monitoring dan internal oleh publik tidak pengolah
Evaluasi) dan merugikan terkait

eksternal siapapun.
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100.2 PEMERINTAHAN UMUM

100.2.1 Kebijakan di bidang Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Pemerintahan Umum yang internal oleh publik tidak pengolah
dilakukan oleh Pemerintah dan merugikan terkait
Daerah eksternal siapapun.

100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama
100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit

Pembinaan dan internal oleh publik tidak pengolah
Pengawasan, serta dan merugikan terkait
Monitoring dan Evaluasi eksternal siapapun.
Dekonsentrasi dan
Tugas
Pembantuan
100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Pembinaan dan internal oleh publik tidak pengolah
Pengawasan, serta dan merugikan terkait
Monitoring dan Evaldasi eksternal siapapun.
Tugas Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah
100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Pembinaan dan internal oleh publik tidak pengolah
Pengawasan, serta dan merugikan terkait
Monitoring dan Evaluasi eksternal siapapun.
Kerjasama Daerah
100.2.2.4 Fasilitasi Kecamatan Biasa Pengguna | Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
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100.2.2.5 Fasilitasi Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Pelayanan Umum internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan
100.2.3.1 Toponimi dan Data Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Wilayah internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal Siapapun.
100.2.3.2 Pengembangan dan Terbatas Penentu Apabila Unit
Penataan Batas Antar kebijakan, diketahui oleh Pengolah
Negara pengawas pihak yang tidak Terkait
internal berhak dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
100.2.3.3 Batas Antag Daerah Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
Wilayah kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
100.2.3.4 Penataan Batas Wilayah Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
Antar Kecamatan, Batas kebijakan oleh pihak yang Pengolah
Wilayah Antar Kelurahan , tidak berhak Terkait
Satu Kecamatan Dan pengawas dapat
internal dan mengakibatkan
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Batas Wilayah eksternal terganggunya
Kelurahan Antar serta pelaksanaan
Kecamatan penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
100.2.3.5 Pemeliharaan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Batas Wilayah internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal Slapapun
100.3 HUKUM
100.3.1 Program Legislasi
100.3.1.1 Bahan/Materi Program Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Legislasi Daerah internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
100.3.1.2 Program Legislasi Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.

100.3.2 Rancangan Peraturan Perundang- Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Undangan (antara lain Rancangan internal oleh publik tidak pengolah
Peraturan Daerah, termasuk dan merugikan terkait
naskah akademik, rancangan eksternal siapapun.
awal sampai
dengan rancangan akhir dan telaah
hukum sampai diundangkan)

100.3.3 Keputusan/Ketetapan Pimpinan
Pemerintah
100.3.3.1 Biasa Pengguna Apabila Unit

Keputusan/Kete internal diketahui oleh pengolah
tapan Gubernur dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
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yang diterbitkan oleh Balai Besar Setrtifikasi Elektroni

(Rer:), Badan Siber dan San

diNegara
T

100.3.3.2 Keputusan/Ketetapan Biasa Pengguna Apabila Unit
Bupati internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
100.3.3.3 Biasa Pengguna Apabila Unit
Keputusan/Kete internal diketahui oleh pengolah
tapan Walikota dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
100.3.3.4 Keputusan Sekretaris Biasa Pengguna Apabila Unit
Daerah Provinsi internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
100.3.3.5 Keputusan Sekretaris Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Daerah Kabupaten internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
100.3.3.6 Keputusan Sekretaris Biasa Pengguna Apabila Unit
Daerah Kota internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
100.3.4 Instruksi/Surat Edaran
100.3.4.1 Instruksi/Surat Edaran Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Provinsi internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun.
100.3.4.2 Instruksi/Surat Biasa Pengguna Apabila Unit
Edaran Kabupaten internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
100.3.4.3 Instruksi/Surat Edaran Biasa Pengguna Apabila Unit
Kota internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektrorjik menggunakan sertifikat elektronik siapapun,
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100.3.4.4 Instruksi/Surat Edaran Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Setingkat Eselon II internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
100.3.5 Surat Perintah
100.3.5.1 Swurat Perintah Gubernur Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
100.3.5.2 Surat Perintah Bupati Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
100.3.5.3 Surat Perintah Walikota Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
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100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
Eselon II kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.

100.3.6 Standar/Pedoman/Prosedur Biasa Pengguna Apabila Unit
Kerja/Petunjuk internal diketahui oleh pengolah
Pelaksanaan /Petunjuk dan publik tidak terkait
Teknis eksternal merugikan

siapapun.
100.3.7 Nota Kesepakatan/Memorandum
of Understanding (MoU)/
Kontrak/
Perjanjian Kerja Sama
100.3.7.1 Dalam Negeri Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
100.3.7.2 Luar Negeri Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
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100.3.8 Dokumentasi Hukum (antara lain: Biasa Pengguna Apabila Unit
Undang-Undang, Peraturan internal diketahui oleh pengolah
Pemerintah, Keputusan Presiden dan publik tidak terkait
dan Peraturan-Peraturan yang eksternal merugikan
dijadikan referensi) siapapun.

100.3.9 Biasa Pengguna Apabila Unit

Sosialisasi/Penyuluhan /Pem internal diketahui oleh pengolah
binaan Hukum dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.

100.3.10 Bantuan/Konsultasi Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
Hukum /Advokasi Pemberian kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
Bantuan Hukum /Konsultasi pengawas tidak berhak Terkait
Hukum (Pidana, Perdata, Tata internal dapat
Usaha Negara dan Agama) dan mengakibatkan

eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.

100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum

100.3.11.1 Pidana Kasus/ Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
sengketa kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pidana, baik kejahatan pengawas tidak berhak Terkait
maupun pelanggaran internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
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100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
perdata kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
100.3.11.3 Tata Usaha Negara Rahasia Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan oleh pihak yang Pengolah
, tidak berhak dapat Terkait
Pengawas mengakibatkan
internal/ terganggunya
eksternal, fungsi
Penegak penyelenggaraan
hukum negara, sumber
daya nasional,
dan/ atau
ketertiban
umum
100.3.11.4 Perburuhan Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
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100.3.11.5 Arbitrase Rahasia Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
Pengawas | tidak berhak dapat| Terkait
internal/ek mengakibatkan
s ternal, terganggunya
Penegak fungsi
hukum penyelenggaraan
negara, sumber
daya nasional,
dan/ atau
ketertiban
umum
100.3.11.6 Sengketa Adat Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.

100.3.12 Perijinan Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait

internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.

100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual
(HaKI)
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100.3.13.1 Hak Cipta Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan
100.3.13.2 Hak Paten Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
100.3.13.3 Hak Desain Industri Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
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100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
100.3.13.5 Hak Merk Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait
internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.

100.3.14 Permohonan HaKI yang ditelak Terbatas Penentu Apabila diketahui Unit
kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
pengawas tidak berhak Terkait

internal dapat
dan mengakibatkan
eksternal terganggunya
serta pelaksanaan
penegak tugas dan fungsi
hukum lembaga
pemerintahan.
200 POLITIK
200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Biasa Pengguna | Apabila diketahui Unit
Bangsa dan Politik yang internal oleh publik tidak pengolah
dilakukan oleh Pemerintah dan merugikan terkait
Daerah eksternal siapapun
200.1.2 Bina Ideex j ig] iglgh ditandatangani secara elektrorjik menggunakan sertifikat elektronik
Wawéegggilteﬁtel:(%n oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

angsaarl
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200.1.2.1 Ketahanan Biasa Pengguna Apabila Unit
Ideologi Negara internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
200.1.2.3 Bela Negara Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Kebangsaan internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
200.1.2.5 Pembauran dan Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Kewarganegaraan internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
200.1.3 Kewaspadaan Nasional
200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Rahasia Penentu Apabila diketahui Unit
Kewaspadaan Dini dan kebijakan oleh pihak yang Pengolah
Kerjasama Intelijen ) tidak berhak dapat Terkait
Keamanan Pengawas mengakibatkan
internal/ terganggunya
eksternal, fungsi
Penegak penyelenggaraan
hukum negara, sumber
daya

nasional, dan/
atau ketertiban
umum
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200.1.3.2 Fasilitasi Bina Biasa Pengguna Apabila Unit
Masyarakat Perbatasan internal diketahui oleh pengolah
Antar Negara dan dan publik tidak terkait
Kehidupan Masyarakat eksternal merugikan
Perbatasan siapapun.
200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Rahasia Penentu Apabila diketahui Unit
Penanganan kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
Konflik Pengawas |tidak berhak dapat Terkait
Pemerintahan internal/ek mengakibatkan
s ternal, terganggunya
Penegak fungsi
hukum penyelenggaraan
negara, sumber
daya nasional,
dan/ atau
ketertiban umum
200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Rahasia Penentu Apabila diketahui Unit
Penanganan kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
Konflik Sosial Pengawas tidak berhak Terkait
internal/ek dapat
s ternal, mengakibatkan
Penegak terganggunya
hukum fungsi
penyelenggaraan

negara, sumber
daya nasional,
dan/ atau
ketertiban umum
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200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Rahasia Penentu Apabila diketahui Unit
Orang Asing dan kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
Lembaga Asing Pengawas tidak berhak Terkait
internal/ek dapat
s ternal, mengakibatkan
Penegak terganggunya
hukum fungsi
penyelenggaraan
negara, sumber
daya nasional,
dan/ atau
ketertiban umum
200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat,
Agama, dan Kemasyarakatan
200.1.4.1 Ketahanan Seni Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.1.4.2 Ketahanan Budaya Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.1.4.3 Agama dan Biasa Pengguna Apabila Unit
Kepercayaan internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.1.4.4 Organisasi Biasa Pengguna Apabila Unit
Kemasyarakatan internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
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200.1.4.5 Masalah Sosial Biasa Pengguna Apabila Unit
Kemasyarakatan internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.1.4.6 Fasilitasi Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.1.4.7 Pelaksanaan Biasa Pengguna Apabila Unit
Identifikasi dan internal diketahui oleh pengolah
Kompilasi dan publik tidak terkait
Organisasi eksternal merugikan
Masyarakat siapapun.
200.1.4.8 Laporan Hasil Biasa Pengguna Apabila Unit
Kerjasama Kegiatan internal diketahui oleh pengolah
Dengan Ormas/LNL dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Terbatas Penentu Tidak memiliki Unit
Ormas : Sanksi kebijakan, dampak yang Pengolah
Administrasi pengawas dapat Terkait
internal merugikan
dan perseorangan,
eksternal lembaga dan
serta negara.
penegak
hukum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara




51

200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Rahasia Penentu Apabila diketahui Unit
Ormas kebijakan, oleh pihak yang Pengolah
Pengawas tidak berhak Terkait
internal/ek dapat
s ternal, mengakibatkan
Penegak terganggunya
hukum fungsi
penyelenggaraan
negara, sumber
daya nasional,
dan/ atau
ketertiban umum
200.1.4.11 Fasilitasi Ormas Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.1.5 Politik Dalam Negeri
200.1.5.1 Implementasi KebijakKan Biasa Pengguna Apabila Unit
Politik internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Biasa Pengguna Apabila Unit
Politik Pemerintahan internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan Biasa Pengguna Apabila Unit
Partai Politik internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Biasa Pengguna Apabila Unit
Partai Politik Yang internal diketahui oleh pengolah
Memperoleh Kursi dan publik tidak terkait
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektrorfik menggunakan sertifikat elekronRKsternal merugikan
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200.1.5.5 Partai Politik Yang Biasa Pengguna Apabila Unit
Tidak Memperoleh internal diketahui oleh pengolah
Kursi dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.1.5.6 Pemerintah Daerah Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.1.5.7 Database Parpol Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun
200.1.5.8 Pendidikan Biasa Pengguna Apabila Unit
Budaya Politik internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.1.5.9 Pemilihan Umum Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.

200.1.6

Ketahanan Ekonomi
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200.1.6.1 Ketahanan Rahasia Penentu Apabila diketahui Unit
Sumberdaya kebijakan oleh pihak yang Pengolah
Alam dan Kesenjangan , tidak berhak Terkait
Perekonomian Pengawas dapat
internal/ mengakibatkan
eksternal, terganggunya
Penegak fungsi
hukum penyelenggaraan
negara, sumber
daya nasional,
dan/ atau
ketertiban umum
200.1.6.2 Ketahanan Rahasia Penentu Apabila diketahui Unit
Perdagangan Investasi, kebijakan oleh pihak yang Pengolah
Fiskal dan Moneter s tidak berhak Terkait
Pengawas dapat
internal/ mengakibatkan
eksternal, terganggunya
Penegak fungsi
hukum penyelenggaraan
negara, sumber
daya nasional,
dan/ atau
ketertiban umum
200.1.6.3 Perilaku Rahasia Penentu Apabila diketahui Unit
Perekonomian kebijakan oleh pihak yang Pengolah
Masyarakat , tidak berhak dapat Terkait
Pengawas mengakibatkan
internal/ terganggunya
eksternal, fungsi
Penegak penyelenggaraan
hukum negara, sumber

daya nasional,
dan/ atau
ketertiban umum
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200.1.6.4 Ketahanan Lembaga
Sosial Ekonomi

Rahasia

Penentu
kebijakan,
Pengawas
internal/ek
s ternal,
Penegak
hukum

Apabila diketahui
oleh pihak yang
tidak berhak dapat
mengakibatkan
terganggunya
fungsi
penyelenggaraan
negara, sumber
daya nasional,
dan/ atau
ketertiban umum

Unit
Pengolah
Terkait
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200.2 PEMILU

200.2.1 Kebijakan di bidang Pemilu yang Biasa Pengguna Apabila Unit
dilakukan oleh Pemerintah internal diketahui oleh pengolah
Daerah dan publik tidak terkait

eksternal merugikan
siapapun.

200.2.2 Pemutakhiran dan
Penyusunan Daftar Pemilih
200.2.2.1 Daftar Penduduk Biasa Pengguna Apabila Unit

Potensial Pemilih (DP4) internal diketahui oleh pengolah
Pemilu dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.2.2 Daftar Pemilih Biasa Pengguna Apabila Unit
Sementara (DPS) internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.2.3 Daftar Pemilih Biasa Pengguna Apabila Unit
Tambahan internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.2.4 Keputusan KPU tentang Biasa Pengguna Apabila Unit
Daftar Pemilih Tetap internal diketahui oleh pengolah
(DPT) dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Biasa Pengguna Apabila Unit
Pemilih Tetap (DPT) internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
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200.2.3 Pendaftaran dan Verifikasi
Peserta Pemilu
200.2.3.1 Dokumen pendaftaran Biasa Pengguna Apabila Unit
peserta Pemilu dari internal diketahui oleh pengolah
partai politik dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.3.2 Dokumen hasil Biasa Pengguna Apabila Unit
verifikasi internal diketahui oleh pengolah
administrasi dan faktual dan publik tidak terkait
partai politik eksternal merugikan
siapapun.
200.2.3.3 Dokumen pendaftaran Biasa Pengguna Apabila Unit
peserta Pemilu dari internal diketahui oleh pengolah
Calon Perseorangan dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.3.4 Dokumen hasil vérifikasi Biasa Pengguna Apabila Unit
administrasi dan faKtual internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.4 Penetapan Peserta Pemilu
200.2.4.1 Penetapan Daerah Biasa Pengguna Apabila Unit
Pemilihan dan Jumlah internal diketahui oleh pengolah
Kursi Anggota dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.4.2 Keputusan KPU tentang Biasa Pengguna Apabila Unit
penetapan daerah internal diketahui oleh pengolah
pemilihan dan jumlah dan publik tidak terkait
kursi Anggota DPR eksternal merugikan
siapapun.
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200.2.4.3 Keputusan KPU tentang Biasa Pengguna Apabila Unit
penetapan daerah internal diketahui oleh pengolah
pemilihan dan jumlah dan publik tidak terkait
kursi Anggota DPR eksternal merugikan
siapapun.
200.2.4.4 Keputusan KPU tentang Biasa Pengguna Apabila Unit
penetapan daerah internal diketahui oleh pengolah
pemilihan dan jumlah dan publik tidak terkait
kursi Anggota DPRD eksternal merugikan
Kabupaten/Kota siapapun.
200.2.4.5 Peta Daerah Pemilihan Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.5 Pencalonan Pemilu
200.2.5.1 Petunjuk teknis Biasa Pengguna Apabila Unit
pencalonan internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.5.2 Surat pencalonan Biasa Pengguna Apabila Unit
pendaftaran internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.5.3 Daftar bakal calon Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.5.4 Dokumen persyaratan Biasa Pengguna Apabila Unit
masing-masing bakal internal diketahui oleh pengolah
calon dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
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200.2.5.5 Dokumen verifikasi Biasa Pengguna Apabila Unit
administrasi internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.5.6 Daftar Calon Sementara Biasa Pengguna Apabila Unit
dan Calon Tetap internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.6 Kampanye Pemilu
200.2.6.1 Keputusan KPU tentang Biasa Pengguna Apabila Unit
penetapan jadwal internal diketahui oleh pengolah
kampanye dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.6.2 Nama juru Biasa Pengguna Apabila Unit
kampanye/pelaksana internal diketahui oleh pengolah
kampanye dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.6.3 Peringatan Biasa Pengguna Apabila Unit
tertulis/penghentian internal diketahui oleh pengolah
kegiatan kampanye dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.7 Dana Kampanye
200.2.7.1 Pedoman audit dana Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
kampanye internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
200.2.7.2 Laporan dana Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
kampanye internal oleh publik tidak pengolah
peserta Pemilu dan merugikan terkait
eksternal siapapun
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200.2.7.3 Laporan hasil audit dana Biasa Pengguna Apabila Unit
kampanye internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara
200.2.8.1 Keputusan KPU tentang Biasa Pengguna Apabila Unit
desain dan spesifikasi internal diketahui oleh pengolah
surat suara dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.8.2 Master surat suara Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.8.3 Surat suara yang terpakai Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.8.4 Surat Suara Tidak Biasa Pengguna Apabila Unit
terpakai internal diketahui oleh pengolah
(rusak, salah, dan tidak dan publik tidak terkait
digunakan) eksternal merugikan
siapapun.
200.2.8.5 Formulir pemilu di Biasa Pengguna Apabila diketahui Unit
Pemerintah Daerah internal oleh publik tidak pengolah
dan merugikan terkait
eksternal siapapun
200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.

200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu
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200.2.10.1 Surat-surat mengenai Biasa Pengguna Apabila Unit
Perselisihan Hasil Pemilu internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan Biasa Pengguna Apabila Unit
termohon internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga Biasa Pengguna Apabila Unit
peradilan internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
200.2.11 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu Biasa Pengguna Apabila Unit
internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN
300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Biasa Pengguna Apabila Unit
Pamong Praja yang dilakukan di internal diketahui oleh pengolah
Pemerintah Daerah dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
300.1.2 Tata Operasional dan
Prasarana Sarana Polisi
Pamong Praja
300.1.2.1 Tata Operasiona Polisi Biasa Pengguna Apabila Unit
Pamong Praja internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
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300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Biasa Pengguna Apabila Unit
Pamong Praja internal diketahui oleh pengolah
dan publik tidak terkait
eksternal merugikan
siapapun.
300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Biasa Pengguna Apabil